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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
NOMOR 16 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 
Menimbang    : a. bahwa setelah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ditetapkan, masih 
terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehigga perlu dilakukan  
perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 
Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009; 

 

Mengingat :     1. Undang-undang Nomor  3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 827); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan         
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);  

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950; 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4138); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   
4139); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  
4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 95 Tahun 2007; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

18. Peratuarna Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2007 Nomor 4)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Daerah  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 11 Tahun 
2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2008 Nomor 11) ; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah 
dan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta   (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5); 

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah   
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6); 

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan 
Satuan  Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2008 Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 1); 

24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 
2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja   
Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 8); 
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MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2009 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 

 
Pasal 1 

 
Perubahan kode Rekening, Nomenklatur, Program, Kegiatan, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan, dan         
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

 
Pasal 2  

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Peraturan 
Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah     
Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan ketentuan aturan perundang-
undangan. 

Pasal 3 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan  
penempatannya  dalam  Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 
Ditetapkan   di Yogyakarta 
pada tanggal 8 April 2009 

 
GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

Ttd 
 

HAMENGKU BUWONO X 
 
Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 8 April 2009 
 
    SEKRETARIS DAERAH 
      PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
                                        ttd 
 
                           TRI HARJUN ISMAJI                               
                   NIP.  19510603 198103 1 003 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 16 


